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BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk tekris
perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan

belanja desa berpedoman pada Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mentéri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolas

ri
in
Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran
in

Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturs
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom¢
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
5495);

DT
DT
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Und
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tah
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana tel
diubah beberapa kali terakhir dengan Peratur
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubah
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor| 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor41l, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan D
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomorl68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana tel
diubah beberapa kali terakhir dengan Peratur
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubah
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggar
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan d
Belanja Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana tel
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50 /PMK.07 /2020 tentang Perubah
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2018 ten
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul D
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonogiri|
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 No
25);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 ten
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diub
dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelola

Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tah
2020 Nomor 39);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2019 Nomor 33) .




Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5170/¢

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNA

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
[

2,

. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presids

. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2020 tentat

Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogi

Tahun 2020 Nomor 27);

tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Mengen

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dein

Tahun 2021 Dan Penguatan Peran Pemberdayaan D
Kesejahteraan Keluarga Dalam Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHU

ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai uns

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republ

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republi

Indonesia Tahun 1945.

AN

ur

en
ik

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyar
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui d
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan pemerintahan dﬂ

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatu
Republik Indonesia.

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wileg%:
t
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Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur|

penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga |

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil|

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugﬁ

dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya d
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan ole¢

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalﬂ

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jang
waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDCI:

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas d
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan deng:
Peraturan Desa.

Pedoman Pelaksanaan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan yang har
diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan dz
penetapan APBDesa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiats
yang didahulukan dan diutamakan daripada kegiatan lainnya untuk dibiay
dengan Dana Desa.

Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa,

khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif denga
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lok
untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, de
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana transfer yang

diterima Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah.

in

n

in
al
in




(1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021, meliputi:

a.

b.
(4
d.

c.

Pasal 2

sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerin
Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;

prinsip penyusunan APB Desa;.
kebijakan penyusunan APBDesa;
teknis penyusunan APBDesa; dan
hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebagaim

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagi

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

ES— —

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 didasarkan p
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 24 September 2020

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 24 September 2020
BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 65

LY 3

inan sesuai dengan aslinya

[DWI KUSWITANTI, S.H. M.Hum
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I.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 203

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJA]
PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH

21|

KAN

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berimplikasi pada aspek sosial,

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. APBDesa tahun 2020 t
diprioritaskan untuk penanganan Covid — 19 melalui Desa Tanggap Covid-19
Bantuan Langsung Tunai Desa. Selanjutnya untuk memperkuat adapg
kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, APBDesa 2021 difokus

untuk membiayai hal tersebut, untuk mendorong terwujudnya pemuli

elah
dan
»taéi
kan
han

ekonomi nasional. Agar tercipta kebijakan yang sinergis dan dapat menghasilkan

keluaran yang tepat maka dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa harﬁs

memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi
Pemerintah, sesuai dengan kewenangan Desa.

Sebagian besar kegiatan di Desa bersumber dari Dana Desa. Berdasar

din

kan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi
Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 202{1,

terdapat tiga prioritas dalam penggunaan Dana Desa tahun 2021, yaitu:
A. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
B. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;

C. Adaptasi kebiasaan baru Desa

Agar terjadi sinkronisasi kebijakan dengan Pemerintah, maka 3 (tiga) hal iPi
yang harus menjadi pedoman dan prioritas dalam penyusunan APBDesa 2021. |
Sedangkan untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Daerah,

Pemerintah Desa harus mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPlt))

KabupatenWonogiri Tahun 2021. Penyusunan RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun

2021 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanad:n
[

pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor serta antar

lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten maupun dengan

Pemerintah Desa sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi

pengalokasian sumber daya yang tersedia.




Penyusunan RKPD Tahun 2021 dilaksanakan dengan menggun
pendekatan tematik, holistic, integratif dan spasial, serta kebijakan angg
belanja berdasarkan money follows program priority dengan cara memas
hanya program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang dialokas

dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersang

pengintegrasian prioritas Daerah melalui program prioritas pembangunan Da
dengan kegiatan Desa.

RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman
bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2021. RKP Desa
digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturq:n
Desa tentang APBDesa Tahun 2021. Dalam penyusunan Tahun 2021,
Pemerintah Desa memperhatikan tema pembangunan tahun 2021,
yaitu“Pemantapan Infrastruktur, Peningkatan Sumber Daya Manusia |dan
memacu pertumbuhan untuk mewujudkan Wonogiri Sejahtera”.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya |5
(lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri yang kita kenal
dengan Panca Program sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa,
mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah dimaksq:d
sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah
dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah. |

Terdapat S (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri (Pemda
Program) yang diamanatkan oleh RPJMD KabupatenWonogiri Tahun 2016-2021
dimaksud, meliputi:
A. Alus dalane, melalui pembangunan infra struktur jalan dan jembatan dengan

kebijakan satu ruas tuntas.
B. Pinter rakyate, dengan program pendidikan gratis, peningkatan kesejahteraan
erta pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi.
C. Sehat wargane, dengan program kesehatan gratis, peningkatan cakupan
kepesertaan JKN, dan peningkatan sarana prasarana kesehatan.
D. Rame pasare, dengan program pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat.
E. Sukses petanine, dengan penyediaan dan kelancaran distribusi pupuk tepat
waktu, tepat mutu dan tepat jumlah dan serta modernisasi pertanian me alti

pemberian bantuan alat mesin pertanian modern.




Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten
Wonogiri adalah, pertama masih tingginya angka kemiskinan, yang ditunjukkan
dengan angka kemiskinan di angka 2 (dua) digit, yaitu 10,75% tahun 2018.
Untuk menurunkan angka kemiskinan kebijakan yang perlu dikolaborasi
dengan Pemerintah Desa adalah melalui program dan kegiatan pemberda
ekonomi dan sosial, diantaranya melalui pemberian bantuan stimulant Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan pembangunan jambanisasi dan pemasarngan
listrik bagi rumahtangga miskin. Kedua, rendahnya Indek Pembangunan
Manusia sebesar 69,37 yang disebabkan oleh rendahnya Indeks Angka Harapan
Lama Sekolah (IAHLS) sebesar 12,45 tahun, Indeks Rata-Rata Lama Sekolah

(IRLS) sebesar 6,88 tahun, Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 76,05 tahun |dan

Permasalahan bidang kesehatan yang perlu penyelesaian bersama pleh

Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Desa antara lain pemberian

bantuan alat untuk disabiltas, penanganan gizi buruk/gizi kurang, penang

stunting, penanganan penderita gondok dan pencegahan dan penangan pen
menular lainnya seperti TBC, HIV/AIDS dan COVID-19.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
khususnya meningkatkan pengeluaran per kapita, dibutuhkan peran generasi
muda (karangtaruna) melalui pemberdayaan karang taruna untuk berperan tif
dalam wusaha usaha ekonomi produktif guna meningkatkan pendapatan
masyarakat dan Desa dengan optimalisasi potensi ekonomi lokal, pengemb gain
olah raga maupun membentuk lembaga keswadayaan Desa yang berkualitas.
Selain itu dilakukan pula dengan peningkatan peran perempuan dalam berbagai
kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui pendekatan keluarga.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancan gan
APBDesa. Program pembangunan di Desa dapat diarahkan pada :
A. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha naﬂik

Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa
merata;
B. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan
terbarukan;
C. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudka{n

konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.




D. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembarngan
teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan
untuk pembangunan Desa;

E. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

F. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk
mewujudkan Desa tanpa kelaparan;

G. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa
damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis |dan
budaya Desa adaptif.

H. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19.

Sedangkan untuk kegiatan prioritas khususnya pemberdayaan masyarakat dapat

diarahkan pada : |

A. Pendidikan dan Literasi
1. bantuan operasional untuk TK, RA/ PAUD/ SPS/ KB;
2. insentif Tendik TK, RA, PAUD/SPS/ KB ; |
3. pelatihan/ dukungan pelatihan bagi Tenaga Pendidik TK, RA, PAUD /SPS /

KB;
4. dukungan bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan
metode pembelajaran jarak jauh;
S. pengelolaan perpustakaan milik Desa.

B. Kesehatan |

1. kegiatan yang terkait penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Arlgkia
Kematian Bayi (AKB); |
2. kegiatan pencegahan dan penanganan stunting;
pembentukan Posyandu Remaja; ‘
4. pembentukan Posbindu dan penyuluhan tentang Penyakit Tidak Menular
(PTM); |
S. penyuluhan dan pencegahan penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, Ccvich—
19);
6. pembentukan Forum Kesehatan Desa ;
7. bantuan insentif dan Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM) |dan
Kader Posyandu;
insentif Kader dan Operasional kegiatan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB)
9. operasional Kegiatan Warga Peduli AIDS (WPA); |
10. pelatihan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan scbhejlt
untuk peningkatan gizi keluarga.
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C. Pelayanan Sosial Dasar
|

D. Desa Digital

o R a0 B

S.

E. Pengembangan Ekonomi Desa

F. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

1.

2.

G. Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas

ol o

2. jamban Sehat dan sanitasi lingkungan;
3.
4

rehab Rumah Tidak Layak Huni dan Listrik bagi KK Miskin;

pemenuhan Layanan Air bersih;

pengelolaan sampah lingkungan.

belanja bandwith (internet);

infra struktur jaringan internet (internet untuk warga);
honor pengelola SID dan PPID;

operasional Pemenuhan Data Desa (Verval DTKS, Data Kemiskinan, [

ata

base Pembangunan & Pemerintahan Desa, Data Administrasi, Prodeskel

dll);
pengembangan Pelayanan Publik berbasis digital.

peningkatan Produk Unggulan Desa dan Kawasan Perdesaan;
pelatihan Pengelolaan BUMDesa / BUM Desa Bersama,;

dukungan terhadap optimalisasi peran BumDesa dalam meningkat
produktivitas dan transformasi ekonomi Desa;
pelatihan bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Desa, teruti
untuk pemasaran secara digital (e-commerce);
pelatihan Keterampilan/ Vokasi bagi kelompok perempuan dan pem

untuk pengembangan usaha.

penyusunan masterplan dan pengembangan pembangunan Desa secar
tematik (Desa wisata, Desa pertanian, Desa literasi dsb);

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022.

pelatihan/ peningkatan Kapasitas Aparatur PemerintahDesa;
klinik Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES);

pelatihan/ peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat D¢
pelatihan/ peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (PK
Posyandu, pengurus RT, pengurus RW, LPM dan Karang Taruna).
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II. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

III.

H. Ketahanan Pangan Desa

1. dukungan pengembangan usaha pertanian/peternakan/perikanan;
2. pelatihan untuk pengurus Posyantek desa;
3. pelatihan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk masyarakat ;

4. dukungan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan

lingkungan dan keberlanjutan (Pelestarian alam, perlindungan mata

reboisasi dan sumur resapan).
I. Penguatan Padat Karya Tunai Desa Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. pelatihan bagi Tim Pelaksana Kegiatan,;

2. pelatihanbagi Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

aj‘#:

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai

berikut:

A. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasar

urusan dan kewenangannya;
B. tertib,taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
C. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapat
akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
D. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
E. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih ti

dan Peraturan Desa lainnya;

KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa da
penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 adalah terkait dengan kebija
pendapatan Desa, kebijakan belanja Desa serta kebijakan penerim

kan

kan

nggi

lam
kan
aan

pembiayaaan dan pengeluaran pembiayaan Desa, Selain itu dalam penyuswna:n

|

APBDesa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa mengacu pada kode rekening

yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun
tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 T
2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan kebijakan penyus
APBDesa sebagai berikut:
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PENDAPATAN DESA
Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran IZI

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepa

an

serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi sermua

penerimaan uang melalui rekening kas Desa yang merupakan hak Desa

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Drsa,

meliputi :

1. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas

usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, meliputi :

a. Hasil Usaha Desa

Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Des;a
yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola gleh
Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan
Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Lumbung Pangan
Masyarakat Desa (LPMD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-
SP), Hasil usaha melalui kerjasama Desa dengan pihak ketiga, dan

lain-lain hasil usaha Desa yang sah. \

b. Hasil Aset Desa/Pengelolaan Kekayaan Desa

Aset Desa/Pengelolaan Kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan

menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa.Seperti Tanah
Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan I

yang dikelola oleh Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa.
c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat

Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah seluruh
bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan
tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uanjg
yang menimbulkan penerimaan. Seperti penyediaan bahan baku
lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun

kantor Desa.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa
(yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan DneSé,
hasil swadaya, partisipasi dan hasil gotong royong masyarakat),seperti
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hasil penjualan kekayaan Desa.

2. Transfer

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepada
Pemerintah Desa diberikan transfer melalui APBDesa dengan prinsip
money follows function.Salah satu tujuan pemberian transfer terseput

adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah sa,
serta meningkatkan kapasitas Desa dalam menggali potensi ekonomii
Desa.Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer

dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021, meliputi:

a. Dana Desa
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan ddn
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Desa dianggar
sesuai besaran Dana Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2021, dan apabila belum ada penetapan penerimaan dari Dana Deéa
kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2021, maka penganggara%n

didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

b. Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah
satu sumber Pendapatan Desa. Penerimaan bagian dari Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa dialokasikan sesuai

|
besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan

Desa Tahun Anggaran 2021 dan apabila belum ada penetapan
penerimaan bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke acia
Pemerintah Desa tahun anggaran 2021, maka penganggaran
didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

c. Alokasi Dana Desa (ADD).
ADD dianggarkan sesuai besaran ADD Tahun Anggaran 2021 |[dan

apabila belum ada penetapan penerimaan dari ADD kepada Pemerintah
Desa tahun anggaran 2021, maka penganggaran didasarkan pada

tahun anggaran sebelumnya.

d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. '
Adalah bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi [dan
Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa merupakan upaya
untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam
melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersif#t
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khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila

sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten
3. Pendapatan lain-lain:

a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa
uang atau barang.

b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan seba{gﬁi

berlokasi di Desa setempat.
Pendapatan lain-lain dianggarkan dalam APBDesa, apabila sudah ad
kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi

Hibah /Sumbangan.
1
e
ge

searah dengan Program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Wonogiri

B. BELANJA DESA

hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yanf

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merup

kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diper

pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yang terdiri dari : kewen
berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemeri

Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi
pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu d
penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 supaya mengutamakan
pencapaian hasil melalui bidang dan kegiatan dari belanja operasi

Pemerintah Desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja De
digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (term
operasional Pemerintahan Desa serta insentif Rukun Tetangga dan Ru

Warga),Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
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2. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran beh*nj:ia

Desa digunakan untuk:
a. penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

3. perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hur]

diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkd

Kebijakan pelaksanaan bidang, sub bidang dan kegiatan pada Pemerintah [

Tahun Anggaran 2021 menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perund

undangan. Adapun penjabaran belanja untuk setiap bidang
sebagaiberikut :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

ad

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang

kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fus

Pemerintahan Desa yang mencakup;

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan

Operasional Pemerintah Desa, antara lain:
1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
2) penghasilan tetap dan tunjangan PerangkatDesa;

|
3) jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian Kepala Desa dan Perangkat
\

Desa;
4) penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
5) tunjangan BPD;
6) operasional BPD;
7) operasional Pemerintah Desa;
8) insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, antara lain:
1) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;

2) pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;

3) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor DeLaf

c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik

Kearsipan, antara lain :
1) pelayanan administrasi umum dan kependudukan;

2) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa;
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3) pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;

4) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

5) pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif;

d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan,

antara lain : |

1) penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDesa

(Musdes,Musrenbangdes/ Pra Musren bangdes, yang bersifat reguler);
2) penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa, dll);

3) penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa / APBDesa
Perubahan/LPJ APBDesa, dll );

4) pengembangan sistem informasi Desa;

\
5) penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat

Desa;
6) pilkades/pilkades Antar waktu;

7) pemilihan BPD dan pemilihan anggota BPD Antar Waktu.
e. Sub Bidang Pertanahan, antara lain :
1) sertifikasi tanah kas desa;
2) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi
agenda pertanahan);
3) fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
4) mediasi konflik tanah;

5) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah kas Desa;
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA:

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegia:r
dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain,

juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan

pembinaan.Bidang ini mencakup:

a. Sub Bidang Pendidikan antara lain :
1) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal milik

Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam dan operasional;

2) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
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3) pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan

Desa/sanggar belajar milik Desa; |
4) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
5) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;

b. Sub Bidang Kesehatan antara lain :
1) penyelenggaraan pos kesehatan Desa (PKD)/polindes milik Desa;

2) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaéa
kesehatan, kader kesehatan); |

3) penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;

4) pembangunan / rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/ prasarana
Posyandu/Polindes/PKD /Posbindu/ rumah Desa sehat;

\

\
S) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan se haL
perbaikan gizi (pencegahan stunting), perbaikan gizi balita dan lansia; |

|
|
c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain : i
1) pemeliharaan jalan Desa; i

2) pemeliharaan jalan usaha tani;
3) pemeliharaan embung milik Desa; ‘
4) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jembatan milik Desa}

5) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;

6) pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
d. Sub Bidang Kawasan Permukiman antara lain:

1) dukungan pelaksanan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) keluarga miskin (pemetaan, validasi dll);

2) pemeliharaan sumur resapan milik Desa;

[
\
. |
3) pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata Air/tandon penampungan

air hujan/sumur bor);

\

i

?

4) pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, di ]ua1r
prasarana jalan); |

!
5) pemeliharaan fasilitasi jamban umum/MCK umum; |
\
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e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup antara lain:

1) pengelolaan hutan milik Desa;

2) pengelolaan lingkungan hidup Desa;

3) pelatihan/sosialisasi penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup

kehutanan;

4) pembangunan terasiring pada daerah rawan longsor

f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi antara lain:

1) pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;

2) penyelenggaraan informasi publik Desa;

Desa

g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain:
1) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;

2) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana ener%i

alternatif tingkat Desa;

3) pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana energi alternatif tin

Desa;

h.Sub Bidang Pariwisata antara lain

1) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;

Desa

3) pengembangan pariwisata milik Desa;

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

3) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lpkal
!
|
|

I

!

|

}
2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata mi]ik

)

p

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untljk

meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarak@tgn
Desa yang mendukung proses Pembangunan Desa yang mencakup : |

a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan MasyarT_kA;t

antara lain:

1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa;

2) penguatan dan peningkatan  kapasitas tenaga keamanan/ketertiban

Pemerintah Desa;
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3) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
4) penyediaan pos kesiap siagaan bencana skala lokal Desa;
5) bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
6) pembinaan lembaga Kemasayarakat Desa (LKD);
b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan antara lain :
1) pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa; |

2) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di

tingkat Kecamatan dan Kabupaten; |

3) penyelengaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaq".n

(perayaan hari kemerdekaan, hari keagamaan) tingkat Desa,;

4) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah ada}/
\

keagamaan milik Desa;

|
5) melestarikan dan mengembangkan gotong royang masyarakat Desa
(BBGRM); |

c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga antara lain :

1) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di

Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;

=

2) pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;

3) penyelenggaraan festival /lomba kepemudaan dan olah raga Tingkat Desa;

4) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan

dan olah raga milik Desa;

5) pembinaan karang taruna/komunitas kepemudaan/klub olah raga; i

d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat antara lain :
1) pembinaan lembaga adat;

2) pembinaan PKK; 1

3) pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa ( LPMD, karangtarun‘p,
PKK, Posyandu, RT, RW);

4) pembentukan lembaga kemasyarakatan;
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4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

C.

a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan antara lain :

. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan antara lain :

1) pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik Desa;
2) pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;

3) bantuan perikanan (bibit/pakan);

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-sub bidang dan kegiatan
yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarLkat
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

4) pelatihan /bimtek /pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) unn{k

perikanan darat/nelayan;
5) pengelolaan balai benih ikan milik Desa;

1) penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (Lumbung Desa);
2) pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;

3) pembangunan/peningkatan irigasi tersier;

4) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengoldahan

peternakan, kandang);

5) pelatihan/Bimtek/pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) LUL
pertanian/peternakan;

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa antara lain :
1) peningkatan kapasitas Kepala Desa;
2) peningkatan kapasitas Perangkat Desa;

3) peningkatan kapasitas Anggota BPD;

tuk

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluar%a

antara lain :

1) pelatihan dan penguatan penyandang difabel,
2) fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
3) peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
4) pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;

5) pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
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e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain: |
1) pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;

2) pengadaan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pengembangan ekonomi

pedesaan non-pertanian;
3) pengembangan/promosi unggulan produk Desa; .
f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal antara lain:

1) pembentukan BUMDesa (persiapan dan pembentukan awal BUMDesa);

2) pelatihan pengelolaan BUMDesa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);

3) pembangunan kantor BUMDesa/sarana prasarana BUMDesa (menjadi jaset

Desa);

4) pelaksanaan audit keuangan BUMDesa,evaluasi perkembangan BUMDesd;

g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian antara lain:
1) pemeliharaan pasar Desa/Kios Milik Desa;

2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;

3) pengembangan industri kecil level Desa; '

4) pembentukan / fasilitasi / pelatihan/ pendampingan kelompok usal':la
ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga); '

5.BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN

MENDESAK DESA |

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

digunakan untuk kegiatan:

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana:
Penanggulangan Bencana

b. Sub Bidang Keadaan Darurat:
Keadaan Darurat; |

c. Sub Bidang Keadaan Mendesak: |

Keadaan Mendesak; |
C. PEMBIAYAAN

|
Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tah1_|1n
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikuqnylla.
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IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan |dan

pengeluaran pembiayaan.

|
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Wonogiri Nom

39

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wo gin
Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka beberap li‘al
yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa

Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

A. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa te

Q.
H.

|
I. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yaJ‘Pg
i

. Sekretaris Desa selaku ketua Tim Penyusun menyampaikan RancangaJn

APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan yang ditetapkan dengé.n
Keputusan Kepala Desa; ‘

. Tim Penyusun terdiri dari Perangkat Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa

selaku ketua Tim Penyusun;

Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;

rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disampaikan olﬁ‘h

Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama; |
rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling

lambat bulan Oktober tahun berjalan; |

rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3

(tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
Camat melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

|
Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lamdg %0

(duapuluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa;

ditentukan, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;

dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peratlhr#n

perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditex‘iman}"a

hasil evaluasi;
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. apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala I
tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa mer
Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputy

Camat;

. pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBI

tahun anggaran sebelumnya;

. dalam hal pembatalan Peraturan Desa, Kepala Desa hanya dapat melaku

pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;

. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling 161:7

(tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa ber
BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud;

. Camat melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubd

a

than

APBDesa Tahun Anggaran 2021 dan rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa Tahun Anggaran 2022;

. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Deser
tahun anggaran berjalan.

ber

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa yang telah

diuraikan diatas, Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran

2021, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya sebagai berikut:

A. untuk mempermudah penyusunan APBDesa dan pelaporan realisasi anggdran,

1

Pemerintah Desa menyelesaikan kegiatan pada tanggal 15 Desember pada

tahun berkenaan;

B. dalam hal penganggaran untuk penyertaan modal bagi Bumdes/ Bumdes

Bersama wajib melalui proses analisis kelayakan sebagaimana diatur dalaﬂjm

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas

Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

C. dana transfer yang bersifat spesifik grant/bantuan khussus h
dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah diteta

dalam perundang-undangan;

\
arus

ik

\
D. bagi Pemerintah Desa yang melaksanakan bidang dan kegiatan yang dananya

bersumber dari dana transfer berupa Bantuan Keuangan yang ber

khusus dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah ur
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E. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Desa selain merencanakan angg

|

Pemerintah Desa, yang dananya diterima setelah APBDesa ditetapkan, makfx

sambil menunggu perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pemerin
Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan terlebih dah
melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa dengan merubah Peraty
Kepala Desa Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBL
dengan memberitahukan kepada BPD. Apabila bidang dan kegiatan dimak

terjadi setelah Perubahan APBDesa ditetapkan, maka Pemerintah L
menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan terls
dahulu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peratu
Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa;

i

untuk kegiatan yang menjadi prioritas di Desa, perlu juga dil

dukungan pendanaan terhadap:

1. peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan Pemerintahan
serta upaya membangun masyarakat madani, agar Desa memperha

upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan se

termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;

2. peningkatan keserasian pembangunan di Desa dan upaya penin

kesejahteraan masyarakat, agar Desa melakukan peningkatan koordin

dan sinkronisasi berbagai kegiatan ditingkat Pemerintah Desa, Pemerin

Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah, baik pada tataran perencarn

itah

jul

maupun pelaksanaan serta pengendaliannya. Termasuk dalam hal
adalah upaya dalam pengembangan wilayah pembangunan, seperti
wilayah agrowisata, wilayah perbatasan, Desa aliran sungai, kawasa

pengembangan ekonomi terpadu dan wilayah/kawasan pengembang

n
ini
11
[
n

lainnya;

3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan D

upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti

peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulang

kemiskinan, peningkatan administrasi Pemerintahan Desa, dukur

oQ

terhadap kegiatan PKK dan bulan bhakti gotong royong, termasuk upaya
dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta
pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektiyitas

pengelolaan pembangunan di pedesaan;
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J. Kepala Desa dalam memantapkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan

4. kebijakan dibidang BUMDesa, UED-SP, Lumbung Desa agar Des‘a
memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan dukungan da.rJa
dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukung |
permodalan yang memadai, serta memberikan kesempatan pada UM

1
untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Pemeriﬁ

Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggsé
Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tenf
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, apabila Pemerintah [
belum menyusun Peraturan Desa tentang Standarisasi Satuan Harga
Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarji

Kegiatan di Desa, maka mengacu pada Keputusan Bupati tent

o

Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jas

Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan;
dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu
tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian

pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah

Desa dengan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya
dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang
bersangkutan;
dalam rangka menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan |dan
pembangunan di Desa, Desa agar menetapkan Peraturan Desa tentang
APBDesa Tahun Anggaran 2021 tepat waktu yaitu paling lambat tanggal
Desember 2020;
pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021 agar dilakykan

ey
w
—

setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020disampaikan paling lambat 3
(tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Bidang dan kegia
yang ditampung dalam Perubahan APBDesa agar memperhitungkan siga
waktu pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021;

Desa di wilayahnya dapat menyediakan dukungan dana dari APBDesa Tahun
Anggaran 2021 berupa peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah
Desa, dengan kegiatan antara lain:
1. dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota

organisasi sosial/kemasyarakatan,;

2. penerimaan kunjungan kerja dari Forpimda/Forpimka;
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3. rapat koordinasi dengan Perangkat Desa;
4. rapat koordinasi dengan Forpimka;
5. koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, = Pemerintah

Kabupaten dan Pemerintah Desa lainnya.

K. Pengelolaan Keuangan Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keu

Desa (Siskeudes). Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang
Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelo
administrasi keuangan Desa, meliputi tataran perencanaan, pelaksan

penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi,
penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara
lebih akuntabel dan transparan;

L. penganggaran untuk kegiatan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

disesuaikan dengan kebutuhan rutin Desa, diantaranya untuk belanja

pegawai sebagai berikut:

1. honor Tim/InsentifPetugas/Pengolah Data/ KPMD/ KPMdisesuali
dengan kemampuan keuangan desa;

2. honor/ insentif Guru TK/PAUD/SKD/Pengurus RT/ Pengurus RW/
Penjaga Balai Desa/Jurukunci/Petugas pemulasaran jenazah (non
perangkat) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa y%g

dibayarkan setiap bulan.

=

M. Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan kerja Kepala Desa yang bersumbf
dari ADD;

N. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan melalui swakelola deng
mendayagunakan sumber daya lokal Desa dan diutamakan menggunak
pola Padat Karya Tunai Desa, pelaksanaan sebagai berikut:

1. pelaksanaan pembangunan Desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa
(PKTD) diutamakan untuk dilaksanakan melalui swakelola deng

mendayagunakan sumberdaya local Desa;

2. swakelola sebagaimana dimaksud pada poin (1) diutamakan
menggunakan pola padat karya tunai Desa;
3. pendanaan padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada poin (2)
dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen)
dari dana kegiatan padat karya tunai Desa;
4. pekerja di prioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan
Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anégota

masyarakat marginal lainnya ;
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. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;

. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola den

menerapkan protocol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari CO)
19;
. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan :
1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan

perkebunan;

2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayl

dan lain-lain;

3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lg

perkebunan.

b. restoran dan wisata Desa

iran

‘
b

|

1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa

dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik I
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokas iwisaf
c. perdagangan logistik pangan

1) pemeliharaan bangunan pasar;

\
)e$a
|
a.!

|

2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama

berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa uz

dijual kembali di pasar yang lebih luas;

|
3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersL.ma

memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil uz
melakukan produksi;

4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/
badan usaha milik Desa bersama kepada produksi
menguntungkan di Desa;

d. Perikanan

1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;

2) bagi hasil budi daya ikan air tawar melalui badan usaha milik I
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
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3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjual:in

déin

ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau ba
usaha milik Desa bersama,;

e. Peternakan

|
|
1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik I)eé

dan/atau badan uaha milik Desa bersama;

2) penggemukan ternak bersama dengan system bagi hasil yang dike:lo}a
badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersamf;
kerjasama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik De

bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak unt

pupuk organik.

f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau bddan

usaha milik Desa bersama;

2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik I
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui

1

5=

o)

)esa

Desa.

g. sarana prasarana infrastruktur Desa
1) galian tanah embung, kolam ikan, saluran drainase, saluran irigasij
2) pembersihan saluran drainase, saluran irigasi;
3) pemeliharaan tempat wisata;

4) pemeliharaan tempat olahraga.

Demikian untuk menjadikan pedoman sebagaimana mestinya.
BUPATI WONOGIRI,
ttd
JOKO SUTOPO

\ Erc MEI D’Wl f(USWITANTI S.H, M.Hum
: \ NIP 19740519 199903 2 007
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